
 

 
BUPATI MAGELANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI MAGELANG 

NOMOR 51 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2020 

TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM RANGKA PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) YANG BERSUMBER DARI  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

KABUPATEN MAGELANG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI MAGELANG, 

 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka penyediaan Jaring Pengaman Sosial bagi 
masyarakat, telah diundangkan Peraturan Bupati Magelang 

Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial dalam 

rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 

2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 
19 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial dalam rangka 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Magelang; 

  b.  bahwa dengan adanya perubahan waktu penyaluran Bantuan 

Sosial untuk Bulan Agustus, Bulan September dan Bulan 
Oktober,  Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2020 

tentang Jaring Pengaman Sosial dalam rangka Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Magelang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2020 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang 
Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial dalam 

rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Magelang perlu diubah; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 19 
Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial dalam rangka 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Magelang;  

 

Mengingat      :   1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

SALINAN 



 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

5063); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6236); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  6322); 

6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19); 

7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);  

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk 

Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);  

10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Keuangan Nomor 
/2020177/KMK.07

J119/2813/S
 tentang Percepatan 

Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (COVID 2019) Serta Pengamanan Daya Beli 

Masyarakat dan Perekonomian Nasional; 

11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2020 tentang 
Jaring Pengaman Sosial dalam rangka Penanganan Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19) yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 

Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2020 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 19 

Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial dalam rangka 



 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang 

Tahun 2020 Nomor 47); 

 
Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Pencegahan, Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona 
Virus Disease-2019 di Lingungan Pemerintah Daerah; 

     
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan   : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG 

JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM RANGKA PENANGANAN 

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) YANG BERSUMBER 

DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN MAGELANG. 

 

Pasal 1 
 

Ketentuan Pasal 7A Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2020 tentang 

Jaring Pengaman Sosial dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 20) 

yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Magelang: 
a. Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 

Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial dalam rangka Penanganan Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang 

Tahun 2020 Nomor 38);  

b. Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 

19 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial dalam rangka Penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten 

Magelang Tahun 2020 Nomor 49); 
ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 7A berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 7A 
 

(1) Bantuan Sosial sebagaimaa dimaksud dalam Pasal 4 diberikan setiap bulan 

pada bulan berkenaan. 

(2) Bantuan Sosial yang tidak dapat disalurkan pada bulan berkenaan dapat 

disalurkan bersamaan pada bulan berikutnya. 

(3) Bantuan Sosial untuk Bulan Juni 2020 dan Bulan Juli 2020 disalurkan secara 

bersamaan paling lambat Bulan Agustus 2020. 

(4) Bantuan Sosial untuk Bulan Agustus, Bulan September dan Bulan Oktober 

2020 disalurkan secara bersamaan paling lambat Bulan November 2020. 

(5) Dalam hal Bantuan Sosial untuk Bulan Agustus, Bulan September dan Bulan 
Oktober 2020 belum dapat disalurkan sampai batas waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4), Bantuan Sosial dapat disalurkan paling lambat Bulan 

Desember 2020. 
 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang. 



 

 

 

Ditetapkan di Kota Mungkid 

pada tanggal 2 Desember 2020 
 

BUPATI MAGELANG, 

 
ttd 

 

ZAENAL ARIFIN 

Diundangkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 2 Desember 2020 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, 
 

ttd 

 
ADI WARYANTO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 53 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

 

SARIFUDIN, S.H. 

Pembina 

NIP. 19670212 199312 1 001 

 


